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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR  …     TAHUN …
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang                    Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (7) 778 hlm TLD (24) );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (6) 665 hlm TLD: 40); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun … tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor ... );


	
	
	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2023.


	
	
	Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

	
	
	a.
	pendapatan

	
	
	
	1.
	pendapatan asli daerah
	Rp518.684.991.990,44

	
	
	
	2.
	pendapatan transfer
	Rp2.326.100.313.524,00

	
	
	
	3.
	lain lain pendapatan daerah yang sah
	Rp537.133.033,00 

	
	
	
	
	jumlah pendapatan
	Rp2.845.322.438.547,44

	
	
	b.
	belanja

	
	
	
	1.
	belanja operasi

	
	
	
	
	a) belanja pegawai
	Rp1.136.204.761.480,00

	
	
	
	
	b) belanja barang dan jasa
	Rp855.904.168.659,00

	
	
	
	
	c) belanja subsidi
	Rp450.000.000,00

	
	
	
	
	d) belanja hibah
	Rp65.146.756.399,00

	
	
	
	
	e) belanja bantuan sosial
	Rp9.839.400.000,00

	
	
	
	
	 jumlah
	Rp2.067.545.086.538,00 

	
	
	
	2.
	belanja modal
	

	
	
	
	
	a) belanja modal tanah
	Rp3.486.649.000,00

	
	
	
	
	b) belanja modal peralatan dan mesin
	Rp118.167.717.934,00

	
	
	
	
	c) belanja modal gedung dan bangunan
d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
e) belanja modal aset tetap lainnya
f) belanja modal aset lainnya BLUD
	Rp86.018.035.799,00
Rp175.796.888.261,00

Rp19.324.226.162,00

Rp2.924.327.500,00

	
	
	
	3.  

4.
	jumlah
belanja tidak terduga
belanja transfer
	Rp405.717.844.656,00 
Rp6.967.211.399,00

Rp439.705.184.266,00

	
	
	
	
	jumlah belanja
	Rp2.919.935.326.859,00

	
	
	
	
	surplus / (defisit)
	(Rp74.612.426.739,56)

	
	
	c.
	pembiayaan
	

	
	
	
	1.
	penerimaan
	Rp161.615.426.739,74

	
	
	
	2.
	pengeluaran
	Rp31.000.000.000,00

	
	
	
	
	jumlah pembiayaan neto
	Rp130.615.426.739,74

	
	
	
	
	sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
	Rp56.002.538.428,18 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



	
	
	Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.



	
	
	Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	
	
	Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal                
Pj. BUPATI SUMEDANG,
YUDIA RAMLI
Diundangkan di Sumedang

pada tanggal                  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,
 TUTI RUSWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN …NOMOR ...      
	
	
	Lampiran  I
	: Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang
	

	
	
	Nomor
	:       
	
	

	
	
	Tanggal
	:
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	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

	TAHUN ANGGARAN 2023

	
	
	
	
	
	

	Kode
	Uraian
	Jumlah (Rp)
	Bertambah / Berkurang

	
	
	Anggaran 2023
	Realisasi
	(Rp)
	%

	4
	 PENDAPATAN  
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 PENDAPATAN ASLI DAERAH 
	        616.560.714.151,00 
	          518.684.991.990,44 
	         (97.875.722.160,56)
	       84,13 

	4.1.01
	 Pajak Daerah 
	            285.185.678.752,00 
	             222.791.864.642,00 
	             (62.393.814.110,00)
	       78,12 

	4.1.02
	 Retribusi Daerah 
	             18.069.211.247,00 
	                 8.473.124.358,00 
	              (9.596.086.889,00)
	       46,89 

	4.1.03
	 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
	             13.214.156.341,00 
	               12.491.956.500,00 
	                 (722.199.841,00)
	       94,53 

	4.1.04
	 Lain-lain PAD yang Sah 
	            300.091.667.811,00 
	             274.928.046.490,44 
	             (25.163.621.320,56)
	       91,61 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 PENDAPATAN TRANSFER 
	    2.353.892.683.455,00 
	      2.326.100.313.524,00 
	         (27.792.369.931,00)
	       98,82 

	4.2.01
	 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
	         2.035.137.816.947,00 
	           2.020.724.604.782,00 
	             (14.413.212.165,00)
	       99,29 

	4.2.02
	 Pendapatan Transfer Antar Daerah 
	            318.754.866.508,00 
	             305.375.708.742,00 
	             (13.379.157.766,00)
	       95,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
	             2.074.482.000,00 
	                  537.133.033,00 
	           (1.537.348.967,00)
	0,00

	4.3.01
	 Pendapatan Hibah 
	               2.074.482.000,00 
	                   537.133.033,00 
	              (1.537.348.967,00)
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 JUMLAH PENDAPATAN 
	    2.972.527.879.606,00 
	      2.845.322.438.547,44 
	      (127.205.441.058,56)
	       95,72 

	 
	  
	 
	 
	 
	 

	5
	 BELANJA 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 BELANJA OPERASI 
	    2.190.593.305.674,00 
	      2.067.545.086.538,00 
	      (123.048.219.136,00)
	       94,38 

	5.1.01
	 Belanja Pegawai 
	         1.231.283.595.916,00 
	           1.136.204.761.480,00 
	             (95.078.834.436,00)
	       92,28 

	5.1.02
	 Belanja Barang dan Jasa 
	            883.866.664.758,00 
	             855.904.168.659,00 
	             (27.962.496.099,00)
	       96,84 

	5.1.04
	 Belanja Subsidi 
	                  450.000.000,00 
	                   450.000.000,00 
	0,00 
	      100,00 

	5.1.05
	 Belanja Hibah 
	             64.134.915.000,00 
	               65.146.756.399,00 
	                1.011.841.399,00 
	      101,58 

	5.1.06
	 Belanja Bantuan Sosial 
	             10.858.130.000,00 
	                 9.839.400.000,00 
	              (1.018.730.000,00)
	       90,62 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	 BELANJA MODAL  
	        436.401.695.037,00 
	          405.717.844.656,00 
	         (30.683.850.381,00)
	       92,97 

	5.2.01
	 Belanja Modal Tanah 
	               3.538.500.000,00 
	                 3.486.649.000,00 
	                   (51.851.000,00)
	       98,53 

	5.2.02
	 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
	            132.744.781.344,00 
	             118.167.717.934,00 
	             (14.577.063.410,00)
	       89,02 

	5.2.03
	 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
	             91.884.563.203,00 
	               86.018.035.799,00 
	              (5.866.527.404,00)
	       93,62 

	5.2.04
	 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
	            179.901.990.997,00 
	             175.796.888.261,00 
	              (4.105.102.736,00)
	       97,72 

	5.2.05
	 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
	             25.256.439.493,00 
	               19.324.226.162,00 
	              (5.932.213.331,00)
	       76,51 

	5.2.06
	 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 
	               3.075.420.000,00 
	                 2.924.327.500,00 
	                 (151.092.500,00)
	       95,09 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	 BELANJA TIDAK TERDUGA 
	          36.191.841.774,00 
	               6.967.211.399,00 
	         (29.224.630.375,00)
	       19,25 

	5.3.01
	 BELANJA TIDAK TERDUGA 
	             36.191.841.774,00 
	                 6.967.211.399,00 
	             (29.224.630.375,00)
	       19,25 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	 BELANJA TRANSFER 
	        439.885.861.900,00 
	          439.705.184.266,00 
	               (180.677.634,00)
	       99,96 

	5.4.01
	 Belanja Bagi Hasil 
	             30.551.048.900,00 
	               30.551.038.950,00 
	                          (9.950,00)
	      100,00 

	5.4.02
	 Belanja Bantuan Keuangan 
	            409.334.813.000,00 
	             409.154.145.316,00 
	                 (180.667.684,00)
	       99,96 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 JUMLAH BELANJA 
	    3.103.072.704.385,00 
	      2.919.935.326.859,00 
	      (183.137.377.526,00)
	       94,10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 SURPLUS / DEFISIT 
	     (130.544.824.779,00)
	          (74.612.888.311,56)
	           55.931.936.467,44 
	       57,15 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 PEMBIAYAAN DAERAH 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
	        162.044.824.779,00 
	          161.615.426.739,74 
	               (429.398.039,26)
	       99,74 

	6.1.01
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	            162.044.824.779,00 
	             161.530.195.031,74 
	                 (514.629.747,26)
	       99,68 

	6.1.05.
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	 
	                     85.231.708,00 
	                    85.231.708,00 
	            -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
	          31.500.000.000,00 
	            31.000.000.000,00 
	               (500.000.000,00)
	       98,41 

	6.1.01
	 Pembentukan Dana Cadangan 
	             25.000.000.000,00 
	               25.000.000.000,00 
	0,00
	      100,00 

	6.1.02
	 Penyertaan Modal Daerah 
	               6.500.000.000,00 
	                 6.000.000.000,00 
	                 (500.000.000,00)
	       92,31 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 PEMBIAYAAN NETTO 
	        130.544.824.779,00 
	          130.615.426.739,74 
	                    70.601.960,74 
	     100,05 

	 
	  
	 
	 
	 
	 

	 
	 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
 
	0,00
	            56.002.538.428,18 
	           56.002.538.428,18 
	0,00

	
	
	
	Pj.  BUPATI SUMEDANG,

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	YUDIA RAMLI


